NOMOR : 10

BERITA DAERAH
KOTA BEKASI

TAHUN : 2025

PERATURAN WALI KOTA BEKASI

NOMOR 10 TAHUN 2025

TENTANG

PEDOMAN PENGELOLAAN PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI

Menimbang

Mengingat

Dl LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BEKASI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BEEASI,

bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan
informasi dan dokumentasi yang berkualitas
diperlukan adanya pedoman pengelolaan pelayanan
informasi dan dokumentasi di Kota Bekasi;

bahwa sebagaimana ketentuan Peraturan Komisi
Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar
Layanan Informasi Publik, badan publik memiliki
kewajiban untuk mengelola, menyusun dan
menetapkan standar layanan pengelolaan informasi
publik;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pedoman
Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
dilingkungan Pemerintah Kota Bekasi;

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang
Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat [T Bekasi
(Lembaran Negara, Republik Indonesia Tahun
1996 Nomor 111, tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3663):

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2028 Nomor 61, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
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Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Felevanan Publik.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah [Lembaran MNegara Republik
Indonesia Tabhun 2014 Nomor 244, Tambalian
Lembaran Megara Republik Indonesia Nomeor 5587)
schagaimana telah bebermpa kali diubah, terakhir
dengan Undang-Undeang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Fenetapan Peraturan Pemerintah Pengpanti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tenwang Cipta Herja
Memjadi Undang-Undeng (Lembaran Negara Republil
Indonesta Tahun 2023 MNemor 41, Tambahan
Lembaraty Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Undang-Undang Momor 30 Tahun 2014 tentanp
Administrasi  Pemerintahan  (Lembaran MNegara
Republik Indonecsia Tahun 2014 Nomor 292,
Tambahan Lembaran WNegara Republik Indonesia
Nomor 3601) sebagairmansa telah beberapa kali divbah,
terakhir dengan Undang- Undang Nomor & Tahun 2023
tentang Penctapan Peraturan Pemerintah Penpgant
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentanpg Cipta
Kerja Menjadl Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Womor 6856);

Peratutan Pemerintah Nomor &1 Tahun 2000 tentang
Pelaksenaan Undang-Undang Nomeor 14 Tahun 2008
tentang Keterbukean Tnformasi Publik (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 MNomor D%
Tambahen Lembaran MNegara Repubtik  Indonesia
MNomor 5149);

Peraturan Menten Dalam Megeri Noemaor 13 Tahun
2011 tenlsang Pedoman  Pelaksanaan  Tugas
Kehumasan di Lingkungan Kementerian Dalam Negen
dan FPemerintah Dacrabh {Berita. Negara Republik
Indoneasia Tahun 2011 Nomor 131;

Pergturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2017
tentang Pedoman Pepgelolaan Pelayanan Informasi
dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negenn dan
Pernerintghan Daerah  (Berita  Negara Republik
Indonesia Tehun 2017 Nomeor 157)

FPeraturan Menten Komunikasi dan [nformatila Nemor
4 Tahtm 2024 tontang Penyelenggaraan  Urisan
Femerintahan Konloren Bidang Komunikasi dan
Iniormarcika [Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2024 Nomor 519);
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10. Peraturan Komisi Informasi Nomeor 1 Tahun 2021
fentang Standar Layanan Informasi Publikc (Benta
Megara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomar 74 1};

11, Peraturan Dagrah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2016
tentanyg  Urugan  Pemerintehan  vang  Menjadi
Kewenangan Dacrah Kota Bekasi (Lembaran Daerah
Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 6);

12, Pecraturan Daerah Ko Bekasi Nomor 07 Tahun 2016
tentang Pemnbentukan dan Susutan Perangkat Daerah
Kata Bekasi {Lembaran Deerah Kota Belkasi Tahun
2316 Nomor 7)) sebagaimana telah beberapa kali
dinbah, terakhir dengan Peraturan Damerah  Kote
Bekasy Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan
Kecmpat atas Peraturan Daerah Kota Belasi Nomoer 07
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Feratiglat Dactah Kota Bekasi (Lembaren Dacrah Kota
Bekasi Tahun 2022 Nomor 13);

13. Peraturan Daerah Koda Bekasi Nemor 2 Tahun 2025
tentang Penvelenggaraan Pelayanan Publik.

MEMUTITSEAN;

Menetapkan @ PERATURAN WALI  KOTA  TENTANG  PEDOMARN
FENGELCHAAN FELAVANAN INFORMASI DAN
DOKUMENTASL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH EKOTA
BEKASI,

BaE 1]
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

DCralam Feraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kota
Bekasi.

4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraen urlisan pemerintahan
oleh pemerintah dacrah dan dewan perwakilan rakyat daerah menumat
asas oionomi dan tugas pembantuan dengan prinsip stonomi seluas
lesnye dalam sistem dan prinsip Negars Kesatuan Republik [ndonesia
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945,

3. Pemerinteh Dzerah adalah Wali Kota sebapal unsur penyclenggara
Pemtnatahan Daerah  vang memimpin  pelaksanaan urusan
pcmerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Wali Kota adalah Wali Kota Bekasi.

Sekretaris Daerah adalah Schkretars Daerah Kota Beltasi.

Dinas adalatt Perangkar Dacrah yang menvelengparakan vrusan
pemerintahan  dibidang komunikasgi, informatika, statistik, dan
persandian di dacrah.

th tn B
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Perangkat [Craerah adalah unsur pembantu wali kotn dan dewan
perwalkilan ralyat daerali dalam penvelenggaraan urusan pemenntahan
yang menjadi kewenengan dasrah.

Informasi adalsh kelerangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda
yarnpmengandung nilai, tmakna, dan pesan, baik data, fakta maupun
perjelasannva vang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yeng disajikan
dalarmn berbapai kemaszan dan format sesusi denpan perkembangan
teknolopl informast dan komunikasi secara elektronik ataupun non-
elekiromk.

Dokumentasi adalah pengumpian, pengolaban, penyusunan, dan
pencatatan dokumen, data, pambar, dan suara untuk bahan mlormas
publik.

Informasi Publik adalah informast vang dibasilkan, disimpan, dikeloia,
dikirim, dan/atau diterima oleh suatu Badan Publik yoang berkaitan
dengan  penvelenggara dan  penyelenpgaraan  negara  dan/atan
peoyelenggara dan  penvelenggaraan Badan Publik lainnya  serta
informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik,

EBadan Publik adalah Pemerintgh Daerah dan DPRD vang fungsi dan
tughes pokoknya berkaitan dengan  penyelenggaraan nepara, vang
sebagian atay seluruh dananyva bersumber dari Angparan Pendapatan
dann  Belanja Dacrah, atau organisast non-pemerintah  sepanjang
sebagian  atau seluruh dananya  bersumber dari  Angparan
Fendapatan dan Belanja Dacrah sumbangan masvaraktat, dan/ateu luar
teRert,

Pejabat Publik adalah oprang yangditunjuk  dan  diberi
tugas untuk mendudali posial alau jabatan tertentu pada Badan Publik.
Fejabat Pengelole. Informasi dan  Ookumentasi yang  selanjutniya
dizingkat PPID adalah pejabat wang bertanggung jawab  dalam
pengumpulan, pendeolumentasian,  penyimpanan,  pemelibaraar,
penyediazan, distribusi, dan pelayanan informasi dap dokumetitasi di
Lingkungan Kementenan Dalam Megeri dan Pemerintahan Daerah, yang
terdiri dlari FPID dan PPID Pelaksanag.

-Atasan PPID adalah pejabat vang merupakan atasan PPID Utama.
15.

Pengelola Lavanan [nformaesi dan Dokumentasi yang selanjutnva
disingkat PLID adalah susunan pengelola lavanan informasi dan
dokumentasi dilinghungsn Kementerian Dalam Negen dan Pemerintah
Daeral.

Standar Operasional Prosedur yang selanjutnya disingkat SOP adalah
serangkaian petunjuk tertulis yang dibakukan mengenal  proses
penyelenggaraan rugas -tupas PRID.

Daftar Informasl dan Dokumentasi Pukblik vang sclanjutnya disingkat
DIDP adalah catatan yang berisi keterangan secara sistematis tentang
seloruh informast dan dokumetitasi publit yang berada di bawah
petiguesaan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerinceh Deerah tidek
termasuk informasi dan doloumentasi vang dikecualilcan,

Ruang Pelayanan Informasi dan Dolumentasi yang selanjuinya
disingkat EPID adalah tempat pelayanan infmmasi dan dokumentasi
publik danberbagai informasi dan dolumentasi lainnya yang bertujuan
untuk memfasifitast penyampaian informasi dan dokumentasi publik.
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Sistern Informast dan Dokumentasi Publik yang selanjutmya disingkat
SIDP adalaby sistemn penyediaan layanan informasi dan  dekumentasi
secara cepal, mudah, dan wajar sesuai dengan Undanp-Undang
Eeterbukaan Informasi Publil.

Laporan Llayenan [nformasi dan Dokumentasi yang sclanjutnya
disingkat LLID adalsh laporan vang berisi gambaran Ui
kebijakan tekmis informasi dan dolumentasi, polaksanaan pelayanan
informasi dandokumenlasi, dan rekomendasi serta rencans tindak
lanjut  untuk meningkatken kualitaz  pelavanan  informasi dan
dokumentasi.

Forum Koordinasi Pejabal Pengelolazn Ionformasi dan Dolurmentast
Femerintah Daerah yang selanjutnya disingkat FKPPID Pemda adaleh
wadal  kemurikasi, koordinasi,  konsolidasi, pembinsen, dan
pengawasan  PFID Pemerinteh  Provingi dan PPID Pemerintah
Kabupaten/ Kota.

Bengheta Informasi Publik adalah sengketa vang tecjadi antara Badan
Fublik dengan Pemohon Informasi Publik danfatan Penpeuna nformasi
Fublik vang berkaitan dengan hak mempercleh dan/ atau mengeunakan
informasi publik berdasarkan peraturan perundangundangan.

Urang adalah perseorangan, kelompok orang, badan hulogm, atan badarn,
publik.

Pengguna lnformasi Publik adalah orang yang méenggunakan informasi
pubhk sebagaimana dianar dalam peraturan perundang-undangan.
Pemohon Informaysi Publik adalah warga negara datfalau badan hukum
Indonesia yang mengajukan permintaan informasi publik sebagaitmana
diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Badan Usaha Milik Dacrah yang selanjutnya disingkat BUMD adatah
badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnyva dimitiki oleh
Daereh.

BAB I
MAKSUD DAl TUJIUAN
Bagian Kesatu
Wlalzgiicd

Basal 2

Pedoman pengelolaan pelayanan ittformasi dan dokumentasi di lingkungan
Femerintah Kota Bekasi dimaksudkan sebagal acuan dalam penvediaan
pelayanan informasi yang meliputi pengutnpulan, pengelolaan, penyajian
dan pendolumentasian serta penetapan PPID.

Bagian Kedua
Tujuan

Pasal 3

Tuuan ditctepkannya Peraturan Wali Kota ini adalah;

.

mewijudkan penyelenggaraan pemerintaban yang baik, vaitu yang
wansparan,  efektif dan  efigien, alkuntabel  serta  dapat
dipertangeungjawabkan; dan
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b meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi dan dokumentas
untuk menghasilkan layanan informasi dan  dokumentasi  vang

berkualilas,
BABR T1I
AKEBES INFORMAST DAN DOKUMENTASI PUBLIK
Fasal 4

(1} Infmrmasi dan Dokumentasi Publik Pemerntshan Daerah berzifat
terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengpuna Informasi dan
Dokumenlasi Publik, kecuali Informmasi dan Dokumentasi  yang
dhkecualikkan berzifat ketat, terbatas dan rahasia,

(2} Inlormasi dan Delumentasi Publik di lingkungan Pemeriniazhan
Daecrah dapat diperaleh Pemchon Informusi dan Dokumentasi Publik
dengan cepat, tepat wakiu dan dapat diakses dengan mudah,

(&3] Informast dan Dokumentasi Publik vang dikecualikan sebagaimana
dimaksud pada ayat {1] sesuai dengan kepatutan, kepentingan umum,
dan/atay peraturan peruandang-undangan,

[4] Informasi dan Dokumentasi Publik yvang dikecualikan schbagaimana
dimaksud pada avat (1), ayat (2), dan avat {3) didasarkan pada
pengujian atas lansekuensi yang timbul apabila suatu informasi dan
dokumentasi diberikan kepada masyarakat dengan pertimbangan yang
seksamea behwa menutup Informasi dan Dokumentast Publik dapat

melindungi kepentingan yang lebih besar daripads. membukanya atau
sebalibenya.

BAB [V
HAK AN KEWAJIEAN
Beagian Kezaty
Hak

Pasal o

(1]  Pemerintahan Daerah berhak menclak memberikan informasi dan
dokumentasi yang dikecualikan dan tidak scsual dengan ketentuan
peraturan perundang -undangan seperti:

a. informasi dan deloamentasi vang dapat metnbahavakan negara;

L.  informasi dan dokumentasi yang berksilan dengan kepentingan
perlindungan usaha dari persaingan usaha tidak sehac

c.  informasi den dekumcn tasi yanp berkaitan dengan hak-hak pribedi;

informasi dan dokumentasi yang berlaitan dengan  rahasia
jabatan;dan fatau

e, informasi dan dokumentesi yang belum  dikuasal atan
didokumentasikan.

(2} Infvrmasi dan Dolumentasi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud
pada awvat (1) diajukan cleh PPID Pelaksane kepada PPID untuk
selanjuinya ditetapkan dengan Keputusen Wali Kota.
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Bagian Kedua
Kewajiban

Pasgal ©

fl] Pemetintahan Deerah wajib menyvediakan, memberikan datl/atan
mencrbitkan Informasi dan Dokumentasi Publik vang berada di bawah
kewenanpannva kepada Pemohon Informast Publik, selain informasi
vang dikecuahkan sesusi dengan  ketentuan peraturan perundang-
undangan.

(2] Unluk melaksanakan kewsajiban sehagaimans dimaksad pacla 2yvat (1),
Pemenntahan Daerah membangun dan mengembangkan sistem informas;
dan dokumentasi yang dapat diakses denpan madah,

BAR W
FPID

Fe=al ¥

(1] Pengelolaan pelayanan informasi dan dokumentas:  dilaksanakan
vlehPemerintahan Daerah dengan membentuk dan menetapkan PPID.

(2} FPPID schapgaimana dimaksud pada ayat (1) melekat pada
Fejabat Struktural yapg membidangi utusan Pemerntahan bidang
komunikas:, informatika, statistik dan persandian.

{3] Unluk mendukung kegiatan dan kelembapagan PPID dibentak FLIT.

(4] FPID sebagaimana dimaksud pada ayat {2) merupalsan PPID Pada PLID,

Pazal B
FPIL} bertangpungjawab kepada Weall Kota melalui Sekretariz Dagrah.,

Paesal ©
Susunan PLID ditetapkan dengan Kepubusan Wali Kota.

BAEB V]
KELEMBAGAAN PEJABAT FENGELOLA INFORMASI
AN DOEUMENTASI

Bapian Kesarmn
Umum

Pasal 10

FPID} chibantuoleh PPID Pelaksans yeng beradadi  lingkungan Perangkat
Dacrah dan/atau pejabat Fungsional.

Bagion Kedua
Tupas dan Kewenangan

FPagal 1l

FPID» bertugas:
3. menyusuh dan melaksanakan kebijakan layanan Informasi Publik
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menysun laporan pelaksanaan kebijakan layanan Informasi Publik;
mengoardinasikan  dan  mengonsolidasikan  proses  penyimpanan,
pendokuinenlasivn, penyediaan, dan pelayanan Informasi Publik;

- mengoordinasikan dan mengonsoldagikan penguwmpulan  dokumen

Inlermasi Publik darvi PPID Pelaksana dan/atau Petupas Pelayanan
Informasi di Badan Publik;

melakukan verifikasi dokumen Informasi Publil;

menentukan nlormast Publik yang dapat dialzses publik dan layalk untulk
dipublikasikan;

melalukan pengujian tentang konseknensi atas 14 Informasi Publik yang
alian dikecualikan:

melakukan  pengelofaan, pemeliharaan, dan  pemuatakhiran  Daftar
Informazl Publik,

menyediakan informasi Publik secara efeltif dan afisien zpar mudah
diakses oleh publik; dan

melaliilkan pembinaan, pengawasan, evaluasi, dan monitoring atas
peiaksanaan kebijakan teknis Informeasi Publik vang dilakukan oleh PPID
Pelaksana dan/atan Petugas Pelavanan Informasi.

Pasal 12

FPID Pelaksana terdir atas sekretariat daerah, sekretariat dewan perwakilan
ralkyat dacrah, mspekiorat, dines, badan, kecamaran, BUMD dan/atau
Pejabat Fungsional.

Fasal 13

Untuk melaksanakan tupgas sebapaimang dimaksud dalam Pasat 11, PPID
berwenang:

=
b.
c.

menctapkan kebijjakan layanan [nformasi Publik;
menstapkan laporan pelaksanaan kebijakan layanan Informasi Publik;
mmelaksanakan rapat koordinesi dan rapat kerja secara berkala dan/atau

aesuai dengan kehuruhan dalam melaksanakan pelayanan Informasi
Publik;

. meminta Klarifikasi kepada PPID Pelaksana dan/atan Petugas Pelayanan

Informasi dalam melaksanakan pelayanan Informasi Publik;

- menetapkan dan memutuskan suata Infermasi Publik dapal diakses

publik atau tidak berdasarkan pengujian tentang konsekuensi atas
[niormazi Publik yang akan dikecualikan, dengan persetujuan Atasan
PPID,

menglak  Permintaan  Informasi  Publik  dengan  meoyvampaikan
petiimbangan zecara tertulis apabila Informasi Publik vang dimohon
rermasuk Informasi yang dikecualikan atay rahasia, dengan persetujuan
Atazan PPID;

menugaskan PPID [Pelaksana danfataw Petupas Pelayanan Informasi
untalf membuat, mengelola, memelihara, danfatau memutakhirkan
Draftar [nformasi Publik; dan

menetapkan strategi dan metode pembinaan, pengawasan, evaluasi, dan
tnunitoring ataz pelaksanaan kebijakan teknis Informasi Publik yang
dilakukan oleh PRID Pelaksane danfatau Petugas Peleyanan Informasi.
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Pasal 14

{1] FPID Pelak=ana bertupas:
a.

B,

.

d.

g
I.

E.

membantu  PPFID  melaksanakan tanppunpiawab, tugas, dan
kewenanganmnya;

melaksanzkan kchijakan teknis lavanan 15 {enam belas) Informasi
Publik vang telah ditetapkatt PPID;

mengonzolidasikan proses  penyimpanan,  pendokumeniadiai,
penyediaan dan pelayanan [nformasi Publik,

mengumpulkan dokumen Informasi Publk dari Pelugas Pelayanan
Informeasi di Badan Publik;

membantu PPID mclalukan venfikasi dokumen [nformasi Pablik;
membantu membuat, mengelola, memelihara, dan memutelhirkan
Dalar Informasi Publik: dan

menjamin keterscdiaan dan aksclerasi layanan [nformasi Publik apar
mdah diakses oleh publik,

(%) Selain tugns sebagairpana dimaksud peda ayat (1} PPID Polaksana
khususnya sekretanial DPRD bertugas untuk:

i1

(2

(1)

d.

I,

menyampaikan, meminta, mengetgla, menyimpan informasi dan
dokumentasi kepada DFED seayel peraturan perundeng-undangan:
dan

rmengkoordinasikan informasi dan delkumentasi kepada DPED untuk
menetapkan informasi dan dokumentasi vang dapat diakses oleh
publik.

Fasal 15

Zelain fungsi dan mugas acbagaimana tercantum dajam Pasal 11 dan
Fasal 14 FPID dan PPID Pelaksana juge berfungsi sebapai Pejabat
Penghubung Pengelolaan Pengaduan Pelavanan Publik.

Pejabat  Fenghubung  Pengelulnan  Pengaduan  Pelayanan  Publik

sebagaimana dimaksud ayar (1) ditetapkan dengan Kepurusan Wali
Eora,

BAB VI
KELENGEAPAN PLID

Bagian Kezaty
Struktur Organiszasi

Pasal 16

Strukiur organisasi PPID Hota Bekasi, terdin dan:

A,

b
.

al

Pembina i 1. Wali Kole Bekasi:
2. Wakil Wahl Kota Bekazi.
Pengarah, Atasan PP(D :  Sekretaris Daeraky;
Tim Pertimbangen : 1. Para Asisten Selkretariat Daerph:
2. Para Staf Ahli Wali Kota,
3. Inspektur Koma Belasi,
4. Pejabat  yang menangani Bidang
Huloum.

. PPID} :  Kepala CHinas Komuniiasi,

Informarcika, Siatiztik den Persandian
Kota Belkag;.
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1.
2.

4.

3,
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1.

PPID Pafak=zana :
Sekretaris pada F:rangl-:at Cacrali Kotz Bekasi;
Evpala Bagian Protokol dam Homunikasi Pimpinan pada
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Sekretariat Daerah Kota Belkasi;

Eepala Bagian Persidangan dan Perundang-undangan pada

Selretariat DPRED Kota Bekasi;

idang Fendulkung
Selreranat PLIG

Bidang Pengolahan
Data dan Klasifikasi
loformesi

Bidang Pelayanan
Informasi Dokumentasi

Bidang Fasilitasi
Sengheta [nformasi
a} Ketua

bl Anpgota

Walkdl Direktur Umum Dan Keuangan pada R3UD Hota Bekasi:
BDirektur Umum pada BUMD;

Sekretans pada Sekretanat KORPR] Kota Bekas):
ackretaris Kecamatan pada seluruh Kecamatan Kota Bekasi

! Bidang Informasi dan Komunikasi

Publik pada Dinas Homunikasi,
[nformatika, Statistik dan Persandian
Kota Bekasi;

Bidang Informasi dan Komunilasi
Fublik pads Dinas Komunilasi,
[nformatika, Statistik dan Persatidian
Kora Bekasi;

» Bidang loformasi dan  Komunikasi

Publik pade Dinas Xomunikasi,
Informatika, Statistik dan Persandian

: PRID
: 1. PPID Pelaksanajdisesunikan dengan

kebutuhan);
2, Bapian Hukum Setda Kota Bekasi;
3. Pejabat Fungsienal;
4. Pelaltsana/stal {sesumi  dengan
kebutuban);

Bagan strukiur erganisasi PLID tercantum delam Lampiran I, yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dar Peraturan Wali Kata ini.
FPID} Pelaksana sebapgaimana dimalsud ayat {1) hurul e, dalam ranghka
¢lektivitas tugas PPID Pelaksanae membentulk Struktur Grganisasi dan
membuat SOP pads masing-masing Perangkat Daerah,

Bagian Kedua
S0P PFID

Pasal 17

S0F PPID selkuranp-lirangiya memuat ketesituan schagad berikut:

A.

b,

C.

kejelasan tentang pejabat vang  ditunjuk sebagad PPID dan PRID
Pelalsana;
kejelazan tentang orang yang ditunjuk sebapai pejabat fungsional dan/
atau petgas informasi apahila diperlukan;

kejelasan pembagian tugas, @npggung jawab, dan kewenangen Atasan
PFID, FFID, PPID Pclaksana, Bidang Pendukung dan Pejabat Fungsional;
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2}

kejelasan tentang pejabat yang menduduld pesisi sebagal Atasan PPID
yang bertangmungjawab mengeluarkan tanggapan atas keberatan vang
diajukan nleh Pernohon [nformnasi Publik;

standar layanan informasi publik serta tate cara pengelolaan keberatan
di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerincahan Daerah: dan
tata cara pembuatan laporan tahunan tenteng Layanan Informasi
Publilk.

Fagal 18

Jenis-jenis S0P PRID, aniera lain:

S0P Penyusunan Daftar [nformasi dan Dobumentasi Publik;
S0F Pelayanan Permochonan Informeasi Publike

SOF Uji Konsekuensi [nformas Publik;

SOF Penanganan Keberatatt Informasi Fublil;, dan

S0F Fasilitasi Sengketa informasi.

S0P Pendokbumentasian Informasi Publik

o

oA

Jenis-jenis S0P sebagaimana dimaksud pada ayat (1} tercantum pads
Lampiran, yang merupakan bagian tidak terpisabhkan dan Peraturan
Wali Kota ini,

Bapian Ketiga
DIDF

Pa=al 19

DIDF szekurang-kurangnys memuat:

m=mon o

i1]
{]

[1]

nomar,

ringkasan isi informasi;

pelabat atay vnit; satuan kerja yang menpoasal mlormasi;
penanggung jawal pembuatan atal penerbitan informasi;
wakiu dan tempat pembuatan informasi;

bentuk informasi vang tersedia; dan

Jangka wakin penyvimpanan acau retensi arsip.

Bagian Kegmpat
RFID
Pazal 24

HPID Berkedudukan di1 Dinas.
RFID dikelola oleh pejabat fungsional dan /atau petugas informasi.

Bagian Kelima
SIDP
Pasal 21

SIDP  dibuat dan  dikembangkan eleh PRI untuk mempermudah
akses pelayanan informasi publik,

2} Pengembangan SIDP sebzgmimana dimaksud  pada ayat (1)

dilalukansccara terintegrasi antara PFID dengan PPID Pelakzana.



- 12

Bagian Keetnam
LLIG

Pasal 22

{1]  LLID wajib dibuat dan disediakan oleh Badan Publik paling lambat 3
[tiga) bulan aetclah tahun pelaksanaan tahun angearan beralkhir,

(2] Saliman LD Pemerintah Daerah sebagaimans dimaksud pada ayat
(1} disampaikan kepada Kementerian Dalam Negeri dan Komisd
[nformas Pusat sesual kewenangsn masing-masing,

i3] LLID, sckurang-kurangnya memuat:

a,

b.

2.

f.

garnbaran umum kebijakan pelavanan itformasi dan dolotmentasi

publik di lingkungan Pemerintahan Kota Bekasi; dan

gambaran  umum pelaksangan pelayanan  informasi dan

dolaymnentasi publik, antara lain,

1. saranz dan prasarana pelayanan informast dan dokumentasi
Publik vang dimiliki beserta kondisinya,

2. sumber dave manusia yang menangani pelayanan informasi
dandokumentasi Publik beserta kualifikasinya; dan

3. anggaran pelayanan informasi  dan  dokumentasi  publik
serta laporan pengminaannysa.

ringian pelayanan inflormasi dan dokumentasi Publik vang meliputi:

l. jumleh permcohonan Informasi Publik,

2. walau vang diperlukan dalam memenuhi setiap
permchonaninformasi Publik dengan klasifikasi tertent;

3. jumizh Perrnobonan Infurmasi  Publik yang
dikabulkan batk sebagan atau seluruhnya; dan

4, jumlah permchonan Informasi Publik vang  ditolak
bezerta alazannya.

rincian penyelesaian sengketa Informasl Publilkc, meliputi:

1. jumlah keberatan vang diterimas;

4. tanggapan atns keberatan yang diberillan dan pelaksanaannya;

3. jumlah permohonan penyelesaian senpgkeia ke Homisi
Infornasiyang berwenang; dan

4, hasil mcdiasi dan/atat keputusan ajudikesi Kemisi Informasi
yang berwenang dan pelaksanaannya oleh badan publik, jumlah
gugatan yang digjukan ke Pengadilan, dan  hasil Putusan
Pengadilan dan pelaksansannyea cleh badan publik.

kendala internal dan eksternal dalam pelaksanaan layanan

informasl dan dekumentasi Pubklik; dan

rekomendasi dan rencana tindak lanjut untuk meningkatkarn

kualitas pelayanan informhasi dan dokumentasi.

(4) Format LLID sebagaimana dimaksud pada ayar (3} tercancamn dalam
Lampiran VI, sebagai hagian tidak erpisahkan dan Peraturan Wali
Keta ini.

Fazal 23

(1) LLIG mempakan bagian darn Informes: Publik vang wajib (ersedia
setap saat,
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FPID Pelaksana membuat LLID sesumi denpan  format untuk
disampatkankepada PPID.

FPPID membuat LLID berdasarkan laporan FPID Pelaksana sesuad
dengan lormat,

LLIL} scbagaimana dimaksud pada ayat [3] diumumkan kepada
publik dan disampailtan kepada Artazan FFID.

LLID sebagaimana dimaksud pada ayat {3] disampailtan kepada Wali
Kota oleh atasan PPID,
LLID sebapaimana dimaksud pada avyat (5) akan dilaporkan olch Wali
Kota sehbagai bagian dalam laporsn penyelenpgaraan Pemerintah
Daerah Kota.
Bagian Hetujuh
Pembizyaan

Pasal 24

Pembiayaan yang diperluken untuk pengelolaan pelayanan informasi dan
dokumentnsi dibebankan pads Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah,
yang alokasinya diserahkan kepadse Perangkat Dracrah.

(1k

[

(3}

BAB VIII
KLASIFIKASI INFORMASI PUBLIK
Bagian Kesatu
Unmaim

Pasal 235

Informasi publik di lingkungan Pemerintah Dacrah merupakarn
iformasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, atay diterima,
vang berkaitan detigan kegiatan penyelenggaraan pemerinitahan di Kota
Belasi,

Informasi publik padsa Perangkat Daerah merupakan informasi vang
dihasilltan, disitnpan, dikelola, dilkinm, atau diceritna, yang berkaitan
dengan kegiatan penyelenggarasn Perangkat Daerah di Kota Belfasi.
Informasi publik di linglungan BUMD merupakan ioformasi yang
dihasilkan, disimpan, dilkelola, dikirim, atau ditcrima, yang berkaitan
dengan kegiatan penyelenggaraan BUMD di Kota Bekasi.

Fasal 26

Informasi publik sebagaitnane dimaksud dalam Pasal 25, diklasifikasikan
menjadi 4 (empat] kelompok:

Ao gD

(1)

mlormasi yang wajib disediakan dan dinmumkan secara berkala;
Informasi yang wajib divmumkan secara scrta merta;

informasi vang wajib tecsecia setiap sasl; dan

informasi vang dikeeualikan,

Bagian Kedug

Informasi yang Wajity Disediaken dan DHumumkan Secara Berkala
Pasal 27

lnformasi yang wajib digsediakan dan diumumkan secara berkala, paling
larang terdisd dan:
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Informasi tentang proefil Badan Publilkg

ringkasan informasi tentang program dan/atal kegiatan yang

sedangdijalankan dalam lingkup Perangkat Daerab/BUMD, terdin

ari:

narma program dan kegiatan;

penangeung jawab, polakeana program dan kegiatan;

target dan /atan capaian program dan kegiatan,

jadwal pelalksanaan program dan kegiatan;

anggaran program dean Keglatan vang metiputi sumber dan

jumlah;

6. agenda pentng terkait pelaksanaan tupas  Perangkat
Dagrah /BUMDy; dan

7. informasi tentang pencrimaan Calon Pegawai Neger Sipit,

ninglasan informasi tencang kinerja dalam lingkup Perangkat Daerah [

BUMD,

ringkasan laporan keuangan;

rngkazan laporan akses Informasi Publik, terdin dari:

1. jumlah permohonan Informasi Publik vang diterima;

2, waktu yang diperlulken dalern memenuhi setiap permohonan
Informast Publik;

3. jumlah permohonan Informazi Publike yang dikabulkan baik
sebagian atan seluruhnya dan permobonan Informesi Publik
vang ditolak; dan

4, alagan penclakan permohonan Informasi Publik.

informasl tentang peraturan, keputusan danfatay kebijakan yvang

mengikat dan/fatay berdampal bagi publik yang dikeliarkes: oieh

Pemerintah Kota BekasifPerengkat Daerahf BUMD, tevdiri dad:

1. daftar rancangan peraturan perundang-undangan Dacrah, vang
sedang dalam prozes pembuatan; dan

2. daftar peraturan perundang-undangan yang telah diundangkan.

inforrmas tentang hak dan tara cara memperaleh Informast Publik,

gerta tata cara pengajilan kcberatan serta proses penvelesaian
sengketa Informasi Publik berikut pihak-plhak yang bertanggung
jawab yang dapar dihubungi,

b o b B

- informasi tentang tata cara pelayanan pengaduan;

informasi tentang penpumuman pengadaan barang dan/atau jasa
sez11al dengan perafuran perundang-undangan.

Informasi tentang Ketenagakerjaan; dan

informasi (entang prosedur peringatan dini dan prosedur evakuasi
keadaan darurat di setiap kantor Badan Publik.

Pengumuman secara berkala scbagaimana dimaksud pada avat (1),
dilakukan peling singkat 6 [enam) bulan sekali.

Bagian Ketiga
Informasi vang Wajitr Diumurnkan Secara Serta Merta
Paszal 28

Pemerintaly Daereh Kola/Pepanglkat Daerah/BUMD wajily mengomumban
secafra serla merts, vaiu suatu informasi yang dapal mengancarm hajal
hidup orang banyalk: dan keterdban umum entara lain:
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#. 1nformas] tentang bencana alam seperti kekesringan, kehalkaran

hutan karena faltor atam, bame penyalit tanaman, epidemik, wabah
dan kejadian luar biasa;

b. informasi tenrang keadasn bencana non alam seperti Kegegalan

industri atau tckoologi, dempak industri, den pencemaran
lingkungan;

¢. bencana sosial seperti kerusuhan sosial, konflil: sosial antar

kelompolr atau antar komurnitas masvarakat dan teror;

d. informasi tentang jenis, persebaran dan daerah yang menjadi

sumber penyvakil yang berpotensi menular;

e. informasi tentang racun pada hahan inskanan yang dikonsomsi

oleb masvarmakar; atan

f.  informasi tentang rencana gangauan rhadap utilitas publik,

Fernpumuman informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
disampaikan denpgan bahasa yang sederhana, mudah dimengerti dan
dipahami aleh masyarakat

Fasal 20

Fihak vsng menerima izin atau peranjian kerja dari Petnerintah
Kota Hekasi/Peranglat Dagrah/ BUMD yang kegiatannya
berpotensi menganca hajat  hidup orang banyak dan
ketertiban umum sebagaimana dimalksud dalam Pasal 28 ayat (1),
wajib memiliki standar pengumumen infommasi.
Standar pengumutnen infermasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
raling kurang meliputi:
a. potensi bahaya danfatau besaran dampak yvang dapat dititnbullean;
b. pihak-pihale vang berpotensi térkona dampak baik masyarakat
urnum mauputl pegawsl Petangkat Daerah /BUMD yang menerita izin
atan perjanjian kena dam Peranglac Deergh f BUMLD rersebut;
prosedur dan tempat evakuasi apabila keadaan darurat terjadi;
lata cara pengunmuman informasi apabila keadaan darurat terjadi;
cara menghindari bahaya dan/ataw dampak yang ditimbullean;
cara mendapatkan bantuan dan pihak yang berwenang;
upaya-upayvd yang dilalukan cleh Perangleat Dacrah/BUMD dan/atau
pihak-pihak yang Dbetwenang delam menanpgulangt bahava
dan fateau dampak yang ditimbulkan; dan
h. pihak-pihek yang wajib mengumumkan Informasi vang dapar
mengancam hajat hidup orang baryakt dan Ketertiban umuom.

mhE D

Bagian Keempat
Infortas] vang Wajib Tarsedia Setiop Saat
Pazal 30

Jetiap Perangkat Daerah (BUMD wajib menyediakan Informasi Publil
setiap saat, kecualli yang dapat ditelak berdesarkan peraturan
perundang-undangan.

Infarmasi scbagaimana dimaksud pada ayat (1), terdin dan:
a. Daftar Informazi Publik, yang memac:
L. momor;
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riflgkasan 151 informasi;

pojabat atau unit! =atuan kerja vang menguasal informas:;
penanggung jawab pembuatan atau penerbitan informasi;
wakty dan tempal pembuatan informasi;

bentuk infyrmasi yang terscdis;

jangka waktu penyimpanan atau retensi arsip,

AT bW

.mfurmam tentang  peraturan, keputussn  danfatau

kehijakenPemerintah Eota Bekasi fPerangkat Daerah JBUMD:
seluruh informasi lengkap yang wajib disediakan dan diumutnlean
gecura berkala sebapgaimana dimaksud dalam Pasal 27;

. informasi  tentang organisasi, administraszi, kepegawaian,

dankenanpsan;

surai-surat perjanjian denpan  pihak  Ketigah bedkut dokumen
pondukunpnya,

surnt IMEnyurak pitnpinan atau pejabat Pemerintah
Daerah/PerangkatDacrah/BUMD dalam rangka pelaksanaan tugas
pokok dan fungsinya;

syarat-syurat perizinan, izin yang diterbitkan danfatau dikeluarkan
bheakut dokumen penduloangnya, dan laporan tentang ketaatan
pelaksanaan izin yang diberikan;

data perbendaharaan atan inventaris;

rencana strategis dan rencana kerja Pemerndah Daerah/Perangkat
Daerah fBUMD,

agenda kerja pimpinan Pemerintah Doergh/Perangkat Daerah/BUMD;
mformasi mengenal kegiatan pelayansn Informasi Publik yeng
dilaksanakan, sarana dan prasarana layanan !Informasi Publik yang
dirniliki bezerta kondisinya, sumber daya matiusia yang menangani
layanan Informasi Publik beserta kualifikasinys, anggaran layanan
Iitformust Publik serta laporan pengpuanaannya;
Jjumlah, jenis, dan gambaran umum pelanggaran vang diternulan
dalam pengawasan internal serta laporan penindskannya, jurnlah,
jenis, dan pambaran umum pelanggaran yang dilaporkan oleh
rnasyarakat zerta laporan penindakannya;

- infarmeasi pubtik lain yang telah dinvatakan terbuka bagi masyarakat

berdasarkan mekanistne keberatan danfatan penyelesaian sengketa
sesual dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
informasi teniang srandar pengumuman informasi sebagaimana
timaksud dalam Pasal 29, bagi penerima izin dan/atau pencrima
perjatijiat ker a;

informasi dan kebijakan yang disampaikan pejabat publik dalam
pertemuan yang terbuika untuk umum; dan

daftar serta hasil-liasil penelitan yanp chlal-mkan

(3 Daftar Informast Publik  sebageimana dimaksud pada ayat (3
tercantum dalam Lampiran 11, sebagai bapian tidal terpizahkan dagi
Pecratyran Wali Kota ioi.

Bagan Kelima
Informas yang Dhkecuslikan
Pasal 31

(1} Informasi Publik yanp dikecualikan bersifar ketat dan terbatas.
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Informasi Publilkk yang dikecualikan bersifat rebasia sesuz dengan
ketentuan peraturan perundangundangan, kepatutan dan kepentingan
LITTLLITL.

Informasi Publik yang dikecualikan didasarkan pada pengujian atas
konsekuensi yang timbul apabila suarinformasi diberikan kepada
masyarakat dan pertimbangan yabtg seksama bahwa menutup
Informasi Publik dapat melindutgi kepentingan yvang  lelkh  besar
dari padamembukanya atau sebaliknya.

Parapgraf 1

Pengklasifikasian Informasi vang Dikecualikan
Fasal 32

Pengllasiitasian [nformasi ditctapkan eleh PPID berdasarkan

Perpujiankonsekuensi secare seksamea dan penvh ketelitian.

Fenstapan Pengldasifikasian Informasi sebegaimana dimakzod pada ayat

1), dilakukan aws perseivjuan Wali Kota.

penetapan Klasihkasi sebagaimana dimeksud pada ayat (1], paling

sedikitmemizat:

a. jenis klasilikasi informast yang dikecualikan;

b, dentitaz pejabat PPID vang menetapkan;

¢. Prrangkat Daerah/BUMD, termasuk unit kerja pejabat yang
menetapkan;

d. janpgka walon pengecualian,

e. alasan ptngecualian; dan

. tempat dan tanggal penetapan.

Pasal 33

FFID atas persetujuan Wali Kota dapat menpubah ldasifilzagi informagi
vang dikecualikan.
Pengubahan klasifikasi informasi yang dikecualikan  sebagaitana
dimaksud pada ayat (1], hanya dapat dilaktukan berdasarkan Pengujian
Eonselouenai,

Paragraf 2

Jangka Waktu Pengecuslian terhadap Informas: vang Dikecualikan
Pasal 34

Jangka wakin pengecualian informasi publik yang apabila dibulka
dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat menghambat proses
pencgakan huzkum ditetaplian paling lams 30 [tga pulah] tahun.

Jangka waktu pengecualian sebagaimana dimeksud pada ayat (1),
dikecualilken jika inforrnasi priblikc tersebut telah dibuka dalam sidang
pengadilan yang terbuka untuk umum.

Fasal 35

Janghka walkity penpecualian informasi publik yang apebila dibuka dan
diberikan  kepada pemuhon  informast publik dapat  mengganggs
kepentingan perlimdungan hak atas kekayaan intelekitual dan perlindungan
dan persaingan usaha tdak sehat ditetapkap berdasarkan ketentuvan
peraturan perundang-undangan.



- 18

Pasal 3/

|1]  Jangks wakiu pengecualian mlormasi publik vang apabite dibuka Jdan
diberikan kepada pemahoen informas] publik dapat membuahavakan
perizhanan dan keamanan negara ditetapkan selama jangka wakitu
vang dibutihlkan untuk perlindungan periabanan dan keamanan
CIERHECA,

{1 Jangka walktu penpecvalion informasi publik vang apabila dibuka dan
diberikan  kepads pemohon  informasi  pubdik dupdat  merugikan
ketahanan ekonomi nasional ditetapkan selams jangka waktu vang
dibutubikan untuk perlindungan kewshanan ekonomi nazwgna)l.

2] Jangka waktu pengecuslian informast publik vang apabils dihuka dan
diberikan kepada Pemohen Informasi Publlke  dapar  merugikan
kepentingan hubungan luar negen ditctapkan selarnn jangka walktu
yang dibutubkan unwk perlindungan kepentingan hubungan luar
negeri.

) Penentuan jangka waktu tertentu vang  dibuiubhkan  scbagaimana
dimnaksud pada ayat (1), evat {Z], dan ayat [3], ditetaplan oleh Wali
Fota,

Pasal 37

(1h  Jangka wakiu pengecualian informasi Publik vang apabila dibuka dapat
mengungkapkan isi akta otentik yanp bersifat priiadi dan kemausan
teralkkhir aravpun wasiat seseorang ditetaplean herdasarkan ketentuan
peraturan perabdang-undangan.

(23 Jangka waktu pengecualian informast publik yang apahbils dibuka dan
thbernkan kepada pemohon informasi publik dapat mengungkep
rahasia pribadi seseorang ditetapkan selama jancka wakol  yang
dibutizhkan untuk perlindungan rahasia pribadi seseorang,

(31 Infortnasi publik sebagaimana dithaksud pada ayat (1) dan ayat [2),
cdapat dibuka jika:

4. pihak yang rahasianva diungkap memberikan persetujuan
reriulisielan/atan

. pengungkapan berkaitan denpan posisi seseorang dalam
jabatan -jabatan pada Pemenntah Daerah/BUMD sesyal dengan
betentuan peratlran perundang-undangan.

Pasal 38

Jangka waktu penpgecualian memorandom ataon surak-surat  antar/intra
Pemerintah Daerah;BUMD wang berkatan dengan  infocmas yang
dikecnalikan ditetapkan bepdasarkan  ketentuan peraluran perandang-
undangan.

Pazal 39

{1 [oformas] wyang  Dikecualiksn  yang  telah habis Janpka  Waktu
Fengecualiannya menjad: Informast Publik yang dapat diakses oleh
Fecmohon Infor mast Publik dengan penetapan dari PPID.



(2}

3]

[1]

(3]

(1}

[£)

(3

- 19

Penetapan sebapaimana dimaksud pada ayvat (1), dilaloolan paling
larna

30 {tiga puluh) hari kerja sebelum berakhirmya jangka wakiy
pengecuslian,

Dalam hal penetapan sebagaimana dimaksud pada ayar (2], tidak
dilakukan, informasi yang dikecualikan menjadi informasi  publik
pada saat berakhirnya jangka waktu pengecuaiian,

Faragraf 3
Tata Care Pengecualian nformasi Publik

Fasal 40

FPID mengklasifikasian Informasi Publik setelah  melaksanakan
pergujian tentang konsckuensi sebagaimana dimalisud dalam Paza) 32
ayat (1), serta setelah mempertimbangken bahwa dibuka atau
ditutupnya Informasi Publik dapat:

a. memastikan agar masyaraket dapat berpartisipasi secara efektif
dalampembuatan keputusan vang memilikd dampuk scrius pada
bl

b. memastikan apsar masvarakat mendapat informasi mengetial
kemungkitnan bahava bagi keschatan dan keselamatannya serta
upaya-updaya yYeng mcmadal untuk mencegahnys;

¢. memastikan agar pibak yang berwenang bertindak secara  adil
terhadap masvarakar;

d. memastikan agar masyacakat tidak mengalami kerugian aldbar
penyalahgumaan wewenang;

8. memastikban bahwa pelanggaran Hak Asasi Manusia vang berat
dapat dikelahui oleh pubtik; dan /atau

I, memastikan akuntabilitas Pemerintsh Daerah/BUMD.

Alasan schagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dinyatakan secara

tertulis dan disertakan dalam surat pemberitehuan tertulis atas

permohonan informasi publik.

Passl 41

PPID wafib menghitambkan atau mengaburkan matled informesi vang
dikecualikran dalam suatu salinan mformasi publik vang aktan diberikan
kepada publik.
PHFID tidak dapat menjadikan pengecualian sebagian informesi dalam
suatu salinan informasi publik sebagal alasan untuk mengecualiken
akses publik terhadap keseluruhan salinan informasi publik,
Dalam hal dilakukan penghitaman aeau pesgaburan  informasi, PPID
wajib memberikan alagan dan materinva pada masing-masing hal
vangdibitamban atay dikaburkan,
EAB [X
MEEANISME FERMOHONAN
INFORMAR1 AN DOKUMENTASI

Pagal 42

Femohon informasi dan dokumentasi meliputi:

.

perseorangan;
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kelompok masyarakat,
lembaga swadava masvarakat;
organisasi masvarakat;

partai politil; dan

badan pyublik lainnya.

Pazal 43

Pemohon informast dan dokamentiasi wejib memenuhi persyaratan:

d.

k.
.

1.

mencaniumkan identitas yang jelas sesuai dengan ketenluan yang
berlaku danjartau peraturan perundang-undangan;

mencanlumkan slamat dan nomor telepon yang jelas;

menyampaikan secara jelas jeniz informasi dan dokumentasi yang
dibvtuhkan;

mcncantumkan maksud dan twjuan permohonan informasi dan
dokumentas: yang dapat dipertanggung jawabkan; dan

menyatakan kesediaan membavar biaya daty cara pembayaran untuk
memperoleh informasi yang diminta, sepanjang biaya yang dikenalkar
terbilang wajar,

{2] biaye dan cara pembayaran untuk memperoieh informas] sebagaimana
dimaksid pada ayat (1) hurul e ditetapkan dengan Kepurusan Wali Kota.

(1)

[2

3

Pasal 44

Setiap Pemobon Informasi Publik dapar mengajukan permintaan unruk
memperoleh miformasi dan dekumentasi Publik kepada Pemerintah
Kota Bekasi secara terlulis atau tidak termilis.

Frosedur petmoheonan favanan infermasi publik sebagai berikut:

a,.

Pemohon informesi publik menpajukan permobonan  informasi
publiksecara ferfulis maupun daring dengan cara mengisi formulir
sebaguimana  tercantum  dalam Lampiran IV vang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Feraturan Wali Kaea ind:

Permohonan harus disampaikan pada jam kerja vaitu cdari jam
08.00 - 16.00 WIB,

PPID mencatat pada buku register permintaean informasi sesuai
dengan lormar sebagaimana tercantum datam Lampiran V1 yang
merupakan bagian ndak terpisahban dan Peraturan Wali Kota ing;
PFID danfatau FPID Pelaksana dan/atau Petugay Informasi wajib
mencatat nama, Nomor Induk Kependudukan (NIX), dan stamat
Pemohen [nformasi Pubtik, subjck dan format informasi screa cara
penyampaian informasi vang diminta oleh Pemohon Indormasi
Publik;

formulir permohonan informasi diserahkan kepada PPID atay
Fetugas yang diserahi mandat oleh PPID untuk  diteruskan kepada
FFID Pelaksana paling lambat 1 [satu) hari kerja setelah diterimanya
lortmalir terscbut; dan

PPIL} dan/dtau PPID Pelaksana bertangung jawab vtk menjawab
permohonan informasi  paling lambat 10 (zepulub) hari kega
geteinh diterimanva permohonan 1erschut,

PPID dan/atau PPID Pelaksana dan/atau Perugas Informasi weajib
mencatat permintaan [nformasi Publik yang dajukan secars tidak
Lertulis,



{4]

(5]

(6]
(7]

(8]

[%]
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PPID dan/atau PPIO Pelsksana danfatau Petugas [nlformasi wajib

membetrikan tarda  buku penecimaan pertninisan Informasi Publik

sebagaimana dimaksud padaayvar (1), ayat (2] dan ayat {3] berupa nomeor

pendaltaran pada saatpermintaan diterima,

Dalam hal permintean disampailan secara langsung atau melala

surar eleltronil, tomor pendaftaran dibéerken saat penenmaan

DETTI (I EEATL

Dalam hal permintaan disampsikan melalui surat, pengiriman nomor

pendaltaran dapat diberiltan bersamaan dengan pengiriman infortmas,

Paling lambet 10 (sepuluh} hari kerja sejak diterimanya permintaan,

PPID waib menyampaikan pembentahuan tertulis yang herigilan:

4. informasi yang diminta, berada di bawah penpoasaannya ataupun
tidak;

b. penerimaan atau penclakan permintaan atas informasi dengan
alasansesuai peratiiran perundang -undangamn;

€. alat penyampat dan feomat irformas) vang akan diberikan dan/aiag;

d. biaya serta cara pembsyaran untuk memperoleh informasi vang
diminta.

PPID wajib membertahukan Badan Publik vang menguasal informasi

yang diminta apabila informaszi yanp diminta ticlak berada di bawah

penguasaannya dan Badan Publik yang menenma permmintaarn

mengetahui keberadaan informasi yang ditnintla.

Dalam hal permincaan diteritna selutuhnya atau sebapian dicantumlan

mater informasi vang akan dibenkan.

(1¢Y) Tralam hal suatu dekumen mengandung mateti yang dikecualikan sesuai

{11)

(1)

(2]

(3

peraturan perundang -undangan, make mmformasi yang dikecualikan
tersebut dapat dihilamban dengan disertal alasan dan marerinya.
FPernerintahzn Kota  dapat memperpanjang wality untuk mengiritmkan
vembentahuan schagaimana dimeksud pada ayal (7), paling lambat
7 Mwuh] han kerja berilmtnya dengan memberikan alazan secara
tertulls,

Pasel 43

Apabila informasi yang diminta bersifat terbukea, PPID Prlaksana wajib
memberikan jawaban permobararn informasi berupa pemberitahuan
tertulis kepada pemchon mformasl berupa pemberiiahuan tectulis
kepada pemohon informasi pating lambat 10 [sepulub] hari keda
sefelah permohonan diterima sesuai dengan {ormat dalam Lampiran
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dan Peraturan Wali Kaota ind,
Apabila informasi yang diminta bersifat tertutup, FPPID Pelaksana
menyiapkan jawaban dengan mengeunakan formulie penclalcan
permaohonan informasi publik paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja dari
tanggal ditenmanya permohonan untuk disampaikan kepada pemehon
infoermasi sesuai dengan formeat dalam Lampiran V1 yang merupakan
brpian tidak terpisahkan dari Peraturan Wall Kola ini.

Pralam hal alokasi waldn untuk menyiapkan jawaban scbagaimana
dimnaksud pada ayat (2 tidak mencukupi, PPID Pclaksana dapat
memperpanjang vako untuk menginimkan pemberitehuan tertulis
dalatn janghka waktu paling lama 7 [tujuh] hao kega denean
tnemberitahuken alasan secara tertulis.
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Pasal 46

Mekanizme permochonan inlormasi dan dekumentasi sebagaimana dima<{sud
dalam Pasal 44 rercanlurmn dalam Lampiran I1X, schapai bapian tidak
terpisabtkan dan Peraluran Wali Korta ini.

(1]

(21

(1

(2]

[

2]

[3]

BABE X
FEMDOINAAN DAN PERGENDALIAN
FENATAAN PLIT

Pasal 47

Pernbinaan dan pengendalian penataan PLID Kaora dilakuken oleh
Wali Kota.
Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1] dilakukan melalui:

a.
=3
c.
d.

lasilitasi dan koordinosi;
peningkatan kapasitas PPID;
monitaring dan evaluasi; dan
dukunpan teknis administrasi.

BaB XI
KEBERATAN DAN SENGKETA INFORMASI

Bagian Kesatu
Keberatan

Pasal 48

Sctiap Pemohon [nformas publik dapar mengajukan keberatan secara
tertulis kepada Atasan PPID berdasarken alasan berikunt:

[

B,

il =T

w=

penclaken alas  porminisen informasi berdasarkan alagan
sebapmmana dimaksud dalam pasal 44 Ayat [7);

tidak disediakannya informasi dan diumumlkan secara berkala
sesital dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;

tidak ditanggapinya permintaan informasi;

permintaan informast ditanggapi Udak sebagaimana vang diminta,
tidak dipemuhitiya permintaen informasi;

pengenasn biayva yang tidak wajar; dan/atau

perivampaian  informasi yang melebihi waktu sesual  dengan
kelentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Alasan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1] huraf b sampai
dengan buruf g dapar diselesaikan secara musyvawarah cleh kedua
belah pihak,

FPasal 49

Keberatan diajukan clely Pemchon Informasi Publik dalam jangka
wakon paling lambat 30 [1iga puluh) har kege setelah ditemukannya
alasan sebagaimana dimalksud dalam Pasal 42 avat [1].

Atagan PPID membenikan tangeapan atas keberatan vang diajukan oleh
Pernchon Informast Publik dalam jangka wakoo paling lambat 30 {tipa
pulih] han kerja sejak diterimanya kebheratan secara tertulis.

Alazan tertulis disertakan bersama tangeegapen apabila Atasan PPID
menguatkan putusan yang diteraplan oleh bawghannya.



4]

[1]

[2]

[1]
[2)

3]

(4]

(=)

(6]

7]

-23

PPID dan/atan PPID Pelaksana dan fatau Potugas Informasi
mencatat pada buku register keberatan zebapaimana tercantum
dalam Lampiratt 1X vang merupakan bagian tidak empisakkan dac
Pataturan Wall Kota 1 serta menyampakan {ormulit keberatan atas
pemberan informasi kepada PRID.
Bagian Kedua
Fasilitazi Sengketa nformasi

Fazal 50

Sengketa informasi dapat tegadi apabia Komisi Informest sesuai
dengan kewenangannya, menerima permohonan seopketa informasi
vang diajukan pemohon informasl karena tidak menerima alzsan
tangpapan Atasan PPID.

Pengajuan sengketa informasi sebapaimanes dimaksud pada ayat (1)
dilalulsan pemohon inlprmasi dalam waktu paling lambat 14 {ompat
belas] har kerja sewlah diterimanya tangpapan tertulis dar Atasan
FRID.

Masal &1

Melanisme dan tata cara upaya penyelesaian Sengketa Informasi Publik
dilalukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan,

Wali Kota melalul Atasan FPIDY menetapkan Tim Fasilitasi Sengketa
Informasi untuk mengupayakan penyelesaian senpketa informasi, yang
dibentuk oleh PPID.

Surat ¥epuhizan penetapan Tim Fasilitasi Senpketa Informasi juga
berfungsi sebapai Surat Kuasa untuk bersidang mewakili Pemerintah
Daerah Kota di KEomisi Informasi Keta sesual denpan kewenangannya.
Tim Fasilitasi Sengketa Informasi di ketuai oleh PPID dat beranggotalan
FPID Felaksana, pejabat yang menangani hidang hukom dan pejabat
fungaicnal scrta pefabat fsiaf laimnya sesuml kebutuhan.

PPID melaksanakan fpsilitasi penenganan sengketa informasi dengan
melakukan koordinaszi dan konsolidasi bersama PPID Pelaksana terkait,
pejabat yang menangani bidang hukum, pejabat fungsional dan pihak
lain vang dipandang perlhu.

Mekanisme kerja Timm Fasilitasi Penanpanan Sengketa Informasl diatur
clch Tim berdasarkan arahan Atasan PERID.

Tim melaporiean proses penangsnan dan hasil penyelesaian sengketa
informas kepada Atazan PPID,

BAR XII
FKPFID

Fazal 52

FEKPFID dibentuk untuk meningkatkan koordinasi dan memperkust peran
dan fungst PFID Pemerintah Daerah yang dilalukan secars berkalas atau
sewaktu-waltn saaugi kebutuhan.
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BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 53

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Peraturan Wali Kota Bekasi
Nomor 27 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi
dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi (Berita Daerah
Kota Bekasi Nomor 27 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 73 Tahun 2018 tentang Perubahan atas
Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 27 Tahun 2017 tentang Pedoman
Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan
Pemerintah Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2018 Nomor 73),
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Pasal 54
Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bekasi.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 15 Juli 20235

WALl KOTA BEKASI,
Ttd

TRI ADHIANTO TJAHYONO

Diundangkan di Bekasi
pada tanggal 15 Juli 2825

SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI,

.

JUNAEDI

BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2025 NOMOR 10
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SEKRETARIS DAERAH KOTA BERASI,

e N

JUNAED]

BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2025 NOMDR 10
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PEMERINTAH KOTA BEKASI
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENYUSUNAN DAFTAR INFORMASI DAN DOKUMENTASI PUBLIK



FEMERINTAH KOTA BEKAS
DINAS BOMUNASE INFORMATIEA, STATISTIK DAN PERSANIAN

Namor SCP
Tanggal Pemibuatan

Tanggal Revial

| Tanggnl Pengesabian | .

Disahkan Oleh | Wali Kota Bekasi

Nama S0P Penyusunan Daftar Informasi dan

| Dokumentasi Publitk

Dasar Hukum

Kualifikasi Pelaksana

. Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Ketcrbukaan [nformasi
Publik; .
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
achagaimana telah beberapa kali diubah terukhir dengan Undang-Undang
Nomor & Tahun 2023 tentang Penctapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Namer 2 Tahun 2022 entang Cipta Kerja Menjadi Undang-
Undang;

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 tentang
pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan
Informmas: Pablik.

Peraturan Komisi Informas Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021
tentang Standar Layvanan Informasi Publik.

Peraturan Dacrah  Kota Bekasi Nomor 2 Tahun 2025
Penyelenggaraan Pelayanan Publik.

2
3,

a.

. tentang

1. Pendidilkan minimal [3;

2. Memahami regulasi tentang Pedoman Pengelolaan
Pelayanan Informasi dan Dokurmentas;

3. Mampu mengaperasikan komputer,

4. Teltl, tekun dan berintegritas,

Keterkaitan

Peralatan/ periengkapan

1. SOP Pelayanan Permohonan Informasi Publik.
2 S0P Pendokumentasian Informasi Publik,

Peringalan

Lembaran Kerja dan Rencana EET Term of Keferense [ToR),
komputer, printer, scanner, jaringan internct, dan format
data informast publik

.. il et

Pencatatan dan Pendalaan

|, SOP inl berpengaruh lerhadap pelaksanaan SOP lainnya. Apabila SOP ini |
tidak berjalan dengan baik, maka dapal menimbulkan sengketa informast,

Diarsipkan dalam bentik hﬂr&&py dun softcopy.

2. SOP yung disusun diberlakukan pada kondisi semus pelaksana dan uraan

| prosedur berada di tempat dan seluruh persyaratan/kelengkapan terpenuhi, |
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Diundangkai di Bekas:
pada tanggal 15 Ju'li 205

SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASL,

BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2025 NOMOR 10

hg e\

JUNAEDI

| drpublikass.

WALI KOTA BEKASI,
Trd

TRI ADHIANTO TJAHYONO



LAMPIEAN [l

PERATURAN WALI KOTA BEKASI

NOMOR : 10 TAHUN 2025

TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN PELAYANAN INFORMASI DAN
DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BERASI

PEMERINTAH KOTA BEKASI
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PELAYANAN PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK



FEMERINTAH KOTA BEKAS]
DINAS KOMUNIKAS! INFORMATTEA, STATISTIK DAN PERSANDIAN

Fara =t

| Tangga

Nomor SOF

1 Pembuatan
Tanggal Revis:
Tanggal Pengesahan
Disahkan Cleh

“Wali Kota Bekas

Publik

Informasi

| Daszar Hukum == . e )
1. Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi
Publik;

Undang-Undang Noemor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
Undang-Undang Nomor 23 Tehun 2014 tentang Pemenntahun Daerah
sehagnimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 6 Tehun 2023 tentang Penctapan Peraturan Pemerintah Penpgant
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-
Undang:

. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 tentang
pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan
Informas: Publik.

Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor | Tahun 2021 tentang
Srandar Layanan Informast Publik,

6. Peraturan Dacrah Kota Bekasi Nomor 2 Tahun 2025 tentang Penyelenpgaraan

2.
3.

.

_ Pelayanan Publik

Kualifikas: Pelaksana

1. Pendidiknn minmal D3]

2, Memahami regulasi tentang Pedoman Pengelolaan
Pelayanan Informast dan Dokumenbas,

3. Mampu mengoperasikan kompuler;

4, Telit, tekun dan berinlegritas.

Heterkaiian

Peralatan; perlengkapan

e

1. S0P Penyusunan Daltar Informasi dan Dokumentas: Publilk
2, S0P Penangenan Keberatan Informasi Publik,

3, 30P Uji Konsekuenss Informasi Pablik.

4. S0P Pendokumentasian Informasi Publik.

| Lembaran Kerja dan Bencana

Kerja, Term of Reference [TaR), |
komputer, printer, scanner, jaringan internet, dan format data
informasi publik.

5, S0P Fasilitasi Sengleta Informasi Publik,
Peringatan

Penealatan dan Pendataop.

1. SOP inl berpengarub terhadap pelaksanaan S0P Lunnya, Apabila S0P ini |
tidak berjalan dengan baik, mako dapal menimbulkan sengketa informass;

2. S0P vang disusun diberdakukan pada kondisi semua pelaksana dan uran
prosedur berada di tempal dan seluruh persyaratan kelengkapan terpenuhi,

Diarsipkan datam bentuk hardeopy dan softcopy.
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LAMPIRAN IV

PERATLIRAN WaLl KOTA BERASI

NOMOR ;10 TAHUN 2025

TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN PELAYANAN INFORMAS] AN
DOKUMENTASI DI LINOKUNGAN PEMERINTAH KOTA BEKASI

PEMERINTAH KOTA BEKASI
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
UJI KONSEKUENSI INFORMASI PUBLIK



PEMERINTAH KOTA BEKAS]
DINAS KOMUNIKASE, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN

Mornor 'Eﬂ.'__}'_P

| Tanggal Pembuatan

Tanggal Revisi _ = o

Disahlcan Oleh | Wali Kota Bekasi

Nama S0P | Uji Konsekuensi Informasi Publik

Kualifikasi Polaksana

IE:.
|

| Keterkaitan

L#

Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan (nformasi
Publik;

2, Undang-Undang Nomer 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3.

Undang-Undang Neomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang,
Moemor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturnn Pemerintah Penggant
Undang-Undang Homor 2 Tahun 2022 tenlang Cipta Kena Menjadi Undang-
Undang;

. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nemor 61 Tahun 2010 tentang

Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaon
Informasi Publik.
Preraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 lentang
Standar Layanan Informasi Publik.
Peraturan Dacrah Kota Bekasi Nomor 2 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan
Pelayanan Publik

1. Pendidikan manimal D3;

2. Memahami regulasi tentang Pedeman Pengelolaan
Pelayanan Informasi dan Dokumentass;

3, Mampu mengoperasikan komputer;

4. Teliti, tekun dan berintegritas

| Peralatan/ perlengkapan

1. SOP Penyusunan Daftar Informasi dan Dokumentasi Publik
| 2, 8OP Pelayanan Permohonan Informasi Publik

| 4, S0P Penanganan Keberatan Informasi Publik.

4, S0P Pendokumentasian Informasi Publik.

5. S0P Fasilitasi Scngiecta | nformasi Publik,

| Lembaran Kerja dan Rencana Kerja, Term of Reference (ToR),
komputer, printer, scanner, jaringan internet, dan format
data informasi publik,

Peringatun E——

1.

S0P ini berpengaruh terhadap pelaksanann S0P lamnya, Apabila SOP ni
tidak berjalan dengan baik, maka dapal menimbullkan sengketa informas:;

2. S0P yang disusun diberlakukan pada kondisi semua pelaksana dari uraian

L

Pencatatan dan Pendataan

| Diarsipkan dulam bentuk hardeopy dan softeopy.

 prosedur berada di lempat dan sehuruh persyaratanfkelengkapan terpenubi.
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Diundanghkan di Bekasi
pada wangmal 45 Juii 2025
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LAMPIRAN Y

PERATURAN WALI KOTA BEKASL

NOMOR - 10 TAHUN 2025

TENTANG PERUMAN PENGELOLAAN MELAYANAN INFORMAST DAN
DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH EGOTA BEKAS]

PEMERINTAH KOTA BEKASI
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENANGANAN KEBERATAN INFORMASI PUBLIK



PEMERINTAH KOTA BEEAS!
[HNAS ROMUNIKASE, INFURMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN

Dasar Hukum B

 Tanggal Revisi i
Tanggal Pengesahan | £ ]
Disahkan Oleh Wali Kota Bekasi —=1
Nama SOP Penanganan  Keberatan  Informas:

Publik

Kualifiknst Pelaksana

1. Undang- Unﬂung-'ﬁnmur_llt Tahun 2008 tentang Keterbubaan Informasi
Publik;
2. Undang-Undang Nemer 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Momor & Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomer 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-
Undang;

4. Pernturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor &1 Tahun 2010 tenlang
pelaksunuan Undang-Undang Nomer 14 tahun 2008 tentang Kelcrbukaan
Informasi Publik.

5, Peraturan Komist Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang
Standar Layanan Informasi Publik,

&. Peraturan Dacrah Kota Bekasi Nomor 2 Tahun 2025 tentung Penyelenggarasn
Pelayanan Publik

schagaimana telah beberapa kali diubah terakhie dengan Undang-Undang |

1. Pendidikan minimal D3;

3 Memaharmi regulasi tentang Pedoman Pengelolaan
Pelayanan Informas: dan Dokumentasi;

3. Mampt mengoperasikan kompuler;

4. Teliti, tekun dan berintegrilas.

Keterkantan =
1. S0P Penyusunan Daftar Informas: dan Doloamentas: Publik
2. S0P Pelayanan Permohonan Informasi Publik

3. 80P Uji Kensekuensi Informasi Pubiik.

4. S0P Pendokumentasian Informasi Publik.

5. S0P Fasilitasi Sengkela Informasi Publik,

Peringatan s o i
1. SOP ini berpengaruh terhadap pelaksanasn SOP lainnya. Apabila SOP m

lidek beralan dengan batk, maka dapat menimbulkan sengketa informasi;

T Peralatan/ perlengleapan

Term of Reference [ToR),
internct, dan format data

Lembaran Kerja dan Rencana Kenpa,
komputer, printer, scanner, janngn
informasi publik.

Pencatatan dan Pendataan
alam bentuk hardeopy dan safteopy

Diaraipkan

2. SOP yang disusun diberlakukan pada kondisi semua pelaksana dan uraian
proscdur berada di tempat dan seluruh persyaratan /kelenghapan terpenubi,

L



STANDAR DPRRASIONAL PROSEDUR
PENANGANAN KEBERATAN INFORMAS PUBLIK
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WALI KOTA BEKASI,
Ted

Diundangkan di Bekasi
pada tanggal 15 Juli 2027
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LAMPIRAN VI

PERATLRAN WALI KOTA BEKASL

NOMOR - 10 TAHUN 2025

TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN PELAYA NAN INFORMAST DAN
BOKUMENTAS] DI LINGRKUNGAN PEMERINTAIL KOTA BEKAS]

PEMERINTAH KOTA BEKASI
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
FASILITASI SENGKETA INFORMASI PUBLIK



PFEMERINTAH KOTA BEKAS
DINAS KOMUNIKASL INFORMATIEA, STATISTIE DAN PERSANTHAN

2

o

Kualifikas Pelaksana

Womar SOP
Tanggal Pembuatan |

Tanggal Rovis!

Tanggal Pengesahan
Dhsahlcan Cibeh

Wali Kota Bekasi
Fasilitasi Senghketa In

Frerrma ai Publik

]

Nama SOF

——— o ——

 Dusar Hukum o R —
1. Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi

Publil;

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerniohan Daerah
sebagnimana telah beberapo kali diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penelapan Peraturan Pemerintah Penggants
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Keria Menjadi Undang- |
Undang, '
. Peraturan Pemermtah Republik Indongaiz Momor 61 Toahun 2010 tentang
pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbuksan
Informas Publik.

Peraturan Komisi Informas: Replblik Indonesia Nomor | Tahun 2021 tentang
Standar Layvenan Informas Publik

Peraturan Dacrah Kota Bekasi Nomor 2 Tahun 2025 teatang Penyelenggaraan
Pelayanan Publik _

2.
3.

5.

.

I Pendidikan menimal D3,

2. Memahami regulasi tentang Pedoman Penpelolsan
Pelayanan Informas dan Dokumentas,

3, Mampu mengeperasikan komputer

&4, Teliti, {ckun dan bﬂl‘iﬂttgﬁr",i_-:

 Keterkatan
" 1. S0P Penyusunan Daftar Informas: dan Dokumentasi Publik
i 2, SOP Pelayanan Permohonan Informasi Publik

| 3. 80P Penanganan Keberatan Informasi Publik

4. BOP Ui Konsckuensi Informasi Publile.

| 5. BOP Pendokumentagian Informasi Publik

| Peringatan o =
1. SOP ini berpengaruh lerhadap pelaksanann SOP lainnya. Apabila SOP ini

tidak berjalan dengan buik, maka dapat menmbuikan sengkets informasi;

2. S0P yang disusun diberlakukan pada kondisi semua pelaksuna dan uraian

| Peralatan/ perlengkapan

ni Kerja, Term af Reference (ToR),

i He
Lembaran Kerja dan Renca prutef” RS

komputer, printer, SCanner, jaringan interoet,
duta informasi publik

“Pencatatan dan Pendataan
[Harsipkan datam bentulk Fard

copy dun saficapy.

prosedur berada di tempat dan seluruh persyaratan kelengkapan terpen hi.




STANDAR OPERASIONAL PROZEDUR
FASILITAS] SENGYETA NFORMASI PUBLIK
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e LapMPIRAN VII

' i Penkann = He ' i_ . " Ketern PERATURAN WALl KOTA BEKASI
| Mo Urgian Prosedur L Eomisi Atmn R : NOMOR : 10 TAHUN 2025
| e | R | frformasi | il biosi st b : g b TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN PELAYANAN INFURMAS] AN
| — 5 Sergketa | A ' B = | DOKUMENTASE DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BEKAS
4 Me-nwuhcnn penyvelesainn  scngkela i } [ [n&aq-ﬁ'l.ﬂ.l:l_.'ﬂnkumtnla.ll “pubdik | 1 b | Soret |
fniformasi  publik  kepads  kemisl ! vanp wodeh 0 weds wmgani | e i
informasi  pusat, kominl informasi | : "F'-'":m“n |
[ provinsd, komidss ifermasl kots seund | | I:I | sengieta
| dengan ewenanEinnye ppahiia | ! | ! :
! tanggapea Atmman PEED delam proses | |
[ | leeberatan tidak memuaskan Pemohon | |
| i Imlorrraand —b )

WALI KOTA BEEASI,

Tt

PEMERINTAH KOTA BEKASI

TRI ADHIANTO TJAHY NG
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN

Diundangkan di Belkasi
poda anggal 15 gy i 2000

SEERETARIZ: BAREAN ROTARERAST, STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENDOKUMENTASIAN INFORMASI PUBLIK

JUNAEDI

BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2025 NOMOR 1O




PEMERINTAH KOTA BEKASI
DINAS KOMUNIKASE INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDHAN

| Tanggal Reviai = i B g <
Tanggal Pengesahan | I TS
[rsahkan (Meh | Wali Kota Bekasi .

Nama S0P Pendodimentasian MEmii Publik |

Nomor SOF

Tanggal Pembuatan

Kualifikasi Pelaksans

| Dhasaur Hubum - ] =

I. Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informast Publil; |

2, Undung-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

3. Undanpg-Undang Nemor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Dacrah
scbagaimuna telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor
f Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerinlah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipla Kerja Menjadi Undang-Undang;

. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 tentang
pelaksanaan Undang-Undang Momor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan
Informasi Publik.

. Peraiuran Kemisi [nformast Republik Indonesia Nomor | Tahun 2002 1 tertang
Standar Layanan nformas: Publik.

. Peraturan Daernh Kota Bekasi Bomor 2 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan
Pelayanan Pubilik

1. Pendidikan minimal D3;
2 Memahami regulasi tertang Pedoman Pengelolaan

Pelayanan Informasi dan Dokumentash,
3. Mampu mengoperasikan komputer,
4. Teliti, tekun dan berintegritas,

“Peralatan] perlengkapan

! Kelerkmitan = = :
. 50F Penyusunan Daftar Informasd dan Dokumentasi Publik
2. 30F Pelayanan Permohonan Informasi Putilik

3. S0P Penanganan Keberatan Informasi Publik,

4. 30P Uji Konsekuensi [nformasi Publik.

5. S0P Fasilitasi Sengketa Informasi Publik.

Lembaran Kerja dan Rencana Kerja, Term of Reference (ToR),
komputer, printer, seanner, jaringan internel, dan format
data informasi publik.

Peri nugalan

1

o

AB0P ma berpengaruh terh
tidak berjalan dengan baik, maka dapat menimbulkan sengketa informasi;

2. S0P yang disusun diberlakukan pada kondisi semua pelaksana dar uraian
 prosedur berada di tempat dan seluruh persyaratan/kelengkapan terpenuhi,

;{dap p:lnk:umaﬁ_-ﬂﬂF- lH.i-nn}ru. .l'l.[mhl_lstSﬂ]; iniE

FPencatatan dan l"n:_l;dnmnn

reipkan dalam bentuk hardeopy dan safteopy.

Ia




Mo

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENDOKUMENTASIAN INFORMAS! PUBLIK

Uratan Prosedur

| Pelaksansa | Mty Bala
PPID Utama | Satuan - |
/PPID Kerja Persyaratan,Kelenghapan | Waktu Cutput I
Terkait

Pelaksann

Meminta Informasi Publik yang dikunsai
satuan kerga berdasarkan 3K Penctapon
Dmfar Informae Publik

Mengumpulkan informas publik yang dikdasai
dan relevan dengen tugas dan fungsl masing-
masing, baik vang dl  produksi  sendin
dan/atan  dikembangkan dari perangkat
darmh

l 8K
- Inlormas
—{_ ]| permohonan

Nota Dinas

Penetapan
Puhblii .

SK Penetapan DIP

[apftar
Bural

I Hari

| Surat Permohonan

|

Mengidentifikasi informasi publik berdasarkan
mifat informast

Mendokumentasikan nformast prahakike

Diundangkan di Bekasi
pacla tanggal 15 Juli 2025
SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI,

e N

JUNAEDI

BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2025 NOMOR 10

I Bahan Informasi Publik

| mfarrnnsi

Pukbdik

| Daftar Informasi Publk

I‘SIJ!.I-

1 Hart

1 Han | Bahan injormesi Pubilik

Inlarmasi Puhlik  sestiai
Daftar Informaed Pubik

4 Jam | Informas Publik tercetak
l dan terekam

WALI KOTA BEKASI,
Tied
TRI ADHIANTO TJAHYONG




LAMPIRAN YIII
PERATURAN WALI KOTA BEKASI

NOMOR 10 TAHUN 2025
TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN PELAYANAN INFORMASL DAN

DOKUMENTASE DI LINGHUNGAN PEM ERINTAH KOTA BEKAS]

. - DAFTAR INFORMASI PUBLIK* —— B n
Pejabat/ Usit/ | Penanggungiawab |y y ¢, dan tempat | Bentuk Jangka Walktu
No Ringkasan isi | Satkeryang pembuatan atau pembuatan informasl yang Peayimpasan
: AT prusdian informasi tersedia atau Retensi Arsip
_____ : I informasi __ Informasi . - — -
| | o - 1 o
HETERANGAN: :
kian dalam format lain, misalnya sscird

“Format ini adalah format Dafar Informasi s¢cara manual. Badan Publik dapal mengembang _
komputerisasi vang harus tetap dapat diakses oleh publik serta mencaklp unsur-unsur yang termiat dalarm formuat ind
WAL KOTA BERABL,

Tid
TR ADHIANTO TJAHYONO

undangkan di Bekasi
pada tanggal 45 3,14 Sn05

| S

SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKAS],

e\

JUNAED]

BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2025 NOMOR 1O



LAMPIRAN [X
FERATURAN WALI KOTA BEKASI
NOMOR 10 TAHUN 2025

TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN PELAYANAN INFORMASE DAN
DOKUMENTAS] D LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BEKAS]

KOP

FORMULIR PERMINTAAN INFORMASI FUBLIK
Yang bertanda tangan dibawah inf, mengajukan permintaan Informasi :

BHEEEE T e ien b e e e e s s G O e e e S
Nomor KTP (sesual BTP] o i is it nees
Almat =000 Dimibieeessreeirriiseerand

Pekerjaan R R e s et g S L
Homor Telepon [ E-mail T .

Informasi yang dibutohkan
itarmbahkon kertus biln periu)

Cara Memperoleh Inforsaasi*™ |

Melihat/ membaca/ mendengarkan / Mencatat*
Mendapatkan salinan informesi (hardeopy | softcopy)**
Cara Mendapatkan Salinan Informasi*® :

Mengambdl Langaung
Kuarar
Pos
Faksemihi
el
B o b i e 2025

Peiugos Pelayanan Informasi Pemohon Informasi
[Penerima Permohonan)

I_. AR e e S i R ] I-.-“-.q Frpee e sl LR NN N R B ]
Hamn |:|..u.|1 Tenda 'Tunp;a.n Wama dan Tanda Tangan
Heterangan

¢ Dt alél penagn bepdmenroan nomes regspiraRe pemnhenan mionmm Fobes
5 Malih melab sl desgpan moesiker i tandds §
=% Carr yang ndok peria

WaLI KOTA BEKASI,
Tud
TRI ADHIANTO TJAHYONO

Diundangkan di Bekasi
pada tanggal 15 Juy i 2popc

SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI,

N

JUNAEDI

BERITA DAERAH KOTA BEKAS]I TAHUN 2025 NOMOR 10



Hak-hak Pemohon Informasi
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi
Publik

I. Pemohon Informasi berhak untuk meminta seluruh informasi yang berada di Badan

Publik kecuali .

a) informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi dapat:
Menghambat proses penegakan hukum; Menganggu kepentingan perlind ungan hak
atas kckayaan intclektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat:
Membahayakan pertahanan dan keamanan Negara; Mengungkap kekayaan alam
Indonesia; Merugikan ketahanan ekonomi nasional; Merugikan kepentingan
hubungan luar negeri; Mengungkap isi akta otentik yang bersifat pribadi dan
kemauan terakhir ataupun waslat seseorang; Mengungkap rahasia pribadi:
Memorandum atau surat-suat antar Badan Publik atau intra Badan Publik yang
menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi astau
Pengadilan; Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undangundang.

b) Badan Publik juga dapat tidak memberikan informasi yang belum dikuasai atau
didokumentasikan

Il. PASTIKAN ANDA MENDAPAT TANDA BUKTI PERMOHONAN INFORMASI BERUPA
NOMOR PENDAFTARAN KE PETUGAS INFORMASI/PPID Bila tanda bukt
permohonan informas) tidak diberikan, tanyakan kepada petugas informasi alasannya,
mungkin permintaan informasi anda kurang lengkap.

M. Pemohen Informasi berhak mendapatkan pemberitahuan tertulis tentang diterima
atau tidaknya permohonan informasi dalam jangka waltu 10 (sepuluh) harl kerja sejak
diterimanya permohonan informasi oleh Badan Publik. Badan Publik dapat
memperpanjang wiktn untuk memberl jawaban tertulls 1 x 7 harl kerja, dalam hal:
informasi vang diminta belum dikuasei/didokumentasikan/ belum dapat diputuskan
apakah informasi yang diminta termasuk informasi yang dikecualikan atau tdak.

IV. Biaya yang dikenakan bagi permintaan atas salinan informasi berdasarkan surat
keputusan Pimpinan Badan Publik adalah (diisi sesuai dengan surat keputusan
Pimpinan Badan Publik|

V. Apabila Pemohon Informasi tidak puas dengan lkeputusan Badan Publik (misal:
menolak permintaan Anda atau memberikan hanya sebagian yang diminta), maka
pemohon informasi dapat mengajukan keberatan k(:]l:l-ﬂdﬂ atasan PPID dalam jangka
waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak permohonan mﬂ?rm&m Iﬂ.ll‘.ﬂlﬁu'u:fdjtcmulfumnya
alasan keberatan lainnya. Atesan PPID wajib memberikan tanggapan tertulis atas
keberatan vang diajukan Pemohon Informasi selambat- lambatnya 30 (tiga puluh) han
kerja sejak diterima/dicatatnys pengajuan keberatan dalam register keberatarn.

i i ti Atasan PPID, maka pemohon
V1. Apabila Pemohon Informasi tidak puas dengan keputusan . ,
informasi dapat mengajukan keberatan kepada Komisi Informasi dalam jangka waktu
|4 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya keputusan atasan PPID oleh Pemohon
Informasi Publik.



LAMPIRAN X

FERATURAN WALI KOTA BEKASI
NOMOR 10 TAHUN 2025

TENTANG FEDOMAN PENGELOLAAN PELAYANAN INFORMAS] DAN

DOKUMENTAS! D] LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BEKASI

KOP

FEMBERITAHUAN TERTULIS
Herduaarican permintaan Infofmasi pods Tanggal .. DRARTE i e tahan
reiHsng PR IR -0 BB MEnyampaikan kepada Seslam)i;
Namu « PR
Mo Talp/Email PR R T T e s R SR R

Femlsritahuan sebhapay Irr:heu.l
A Enfermai Bapat Diberikan

= — e
Hini-hal terkaly Informani
M;
ol RS RO e,
i Peoguakian Informas Kami
e l"i._l_'ulih"" - Badan Publik lais, _'rnu1.1.|.
N 5 " Enftenpy | ermanak wkmﬁ.nu = —_— —
k fisik *
& oot Kuik gy tmciaeila Hiarrivepysalinan terLitis _
Peryvalinan Bp. ooxn il lembig) = Rpacan..
Pergirimar | -
3 | Bamye yangdibunuhizantt Lasin-imin Bp
A T i o
| 4 | Wk penyedizan e

I"l-rurlﬁﬁﬂﬁ ﬁl‘lIth:llﬂDTi "p-rnqll:rl-l wih [FFU'I'I'rI-III_'fLIﬂ-I dimohen®*** [pambhknn kertas bils

B. Infermasl tidak dapat diberlbnn lesrena;*

Infarenas yang diminta belum dikwesal

Infrrmasi vang diminia belum didolkoementasicnn

Penvedigan miormast vang belum didekumenissikan dilnkokan dulnkzl-jnnm WRHEN oo i ren ™ i
Bl bisisi b MLLg

PPID Utama Baots I-ih.ll-,

Reterargun:

| P P || Mamu & Tanda Tangan

@ Uu-p, AERLIAA d..:-ng:ﬁ FL AT pﬂu]n!'llrun pestln farmailie permahanan.
o Filin sadah sy dengar momberi tanda {14,

v Bipyn perynbinnn (fotokopl staw disket) dan /iy baye pengiriman [khuses kurls dan posjsesual dengan

stpndar bluva yvang teloh diietapken
sees Nl acla penghveman nfarmass dadam suati dokwmen, maka diberikan alose penghitdmanys
seess  Ihigi dengan kolerangan wakiu yang el sk menyediakan infosmasl yang dimlnu.

WALl KOTA BEKASI,

Ted
Diundangkan di Bekasi
padatanggal 15 Jyulfi 2925
SEKEETARIS DAERAH KOTA BEKASL,

W SN

JUNAEDE
BERITA DAERAH KOTA BEKAS|I TAHUN 2025 NOMOR 10

TRI ADHIANTO TJAHYONO



LAMPIRAN X1
PERATURAN WALI KOTA HERASI]

NOMOR 10 TAHUN 2025
TENTANG FEDOMAN PENGELOLAAN PELAYANAN INFORMASI DAN

DOKUMENTAS! DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BEKAS]

T T _— —— =Y B — —_—— =1 — = - =
| I | | Farmai e 1 y T II.I.u.-d-ﬂ-I-I:.rr-_!
| a— ki B unrpi O TM.IIr!!-JHI _|_ Jerua fobinse | | 1|-llil-'l-_r-l'ﬂﬂ'-l|. | prossfnrberap |
| g | Tl| Mams | Adwree u'",.,tu ket et p.";-r'::lu mdan T i REguramn T | Pecale
| 1ikay . Jurm | | Hrrritw i |
| Pruplasass ||-|E-'J|:rrn r rin=l it wrrrerin I sl ran Phina LCwin
i . Lantican 1 vk Mg U Sabiai Taria |n::- |
— ] = | — —
| F | | |
I S _l_ } i |
1 ! | -|

WAL] KOTA BEKASL
Tud
TRI ADHIANTO TIAHYONG

Diundangkan di Bekas:
pada tanggal 15 Juyld 2925

SEKRETARIS DAERAH KOTA BERASI,

Pow)

JUNAED]

BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2025 NOMOR 10



LAMPIRAN XTI
PERATURAN WALl KUTA BERASI

NOMOR 10 TAHUN 2025
TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN PELAYANAN [NFORMASL DaN

DOKUMENTAS] DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BEKASI

I..Ii.l'ﬂ-m LAYANAN INFORMAS] FUBLIK
| Inorman | msaman memines Klamsin ca i Cararoen leseritan
L1 E Ti-ﬂm] HETHE] Adsaina’ m;“l ksl Hﬂuun | - I:I::rﬂ'::dl WEETY ks T e e
| | i | 1 | T 1 |
Heirnngas
Hamas diln nosmear prndialtafal peEmohonan i
Tutriggad dilst g permshonan inforas
Fama daonl namn g lan
Aaman (i1 nlami lenpiap die e pescon uniik sicmudahles jiko nfarmai yung dimaie ahan dikam
Inchomrrmam vamy sl iz fnforinai rined vang demimes
Algsyn meemmia indereaui i plesan pomeisa nfarmas unmk aps memide miones s
: diiai dengan keranagnn npedod infsemasl vang duniils by alaian Dok, liln isbel Ssaramkai antik hidan puditik fperanpicat derah b yung
K sn irnpak unk
mendapatkan misrnu pulih sung ditsipahican pesohon infbemis inin kUi apakak informes gaebith yang sleminin dopm dibenkan alall THUE
Al pernafsbiam st plmann pennlaked apuhiln permebanan islormns dsnksl
Cinis ebcmprielal] salinom ndormsss liisi Pgairmsann carn memTainh permoleosn nfonasl wang demiivia, misal seseliholf pestnn mriclemigar lan . mencatal, Smenidapmt slinn informiasl
mm tantaik mcmberian prmberitals terialis sebaguaminii Aol didi Warm ti Pime o serin sl mum pu Seregen
WHETH um-.ldln_lw ainu deimamn cirh press mifarmasd. pailsik. Wk dlikefmpokan meenjedl @1 -1 Ran krrjm 20 10 i Werjs befl ] 17 B W5
hrhrratun m -i1pt|lppl:l.ﬂ1';ﬂ e et pegistroad kebemian hils peiokon i ki o mEgppi ki keberasn kepaa g T7E

Latiiligs Welii iLas)

Diundangkan di Bokasi

dei sentang persnmaan Eeberaian nomar suol aliiib flimlnk samor saral e b gt rataian || dalak die roskan disic || drifruskas b WDoRE

irfeamanl/ Mg prrmpldas dERges rHLRaR
WALl KOTA BEXASL,
Tid
TRI ATVHIANTO TJAHYONO

pada tangeal 1% Juli 2325

SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI,

oo/

JUNAEDI

BERITA DAERAH KOTA BEKAS] TAHUN 2025 NOMOR 10



LAaMPERAM X1l

FERATURAN WALI KOTA BEKAS]

NOMOR 10 TAHUN 2025

TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN PELAYANAN INFORMAST AN

DOKUMENTAS] DI LINGEUNGAN PEMERINTAH KOTA BEKAS]
SURAT KEPUTUSAN PPID TENTANG PENOLAKAN PERMINTAAN

nh mﬁm: - g mearmd pmd RS
MNama

Alamat B

Nomor Telp/email T T e A S P R T
Rincian Informasi yvang dibutuhkan ;...

D MErr'H.Jl'uukln;n bahwa Informasi vang diminta adalah:

INFORMAS] YANG DIKECUALIKAN
Penpecualian Informasi didasarkan pada alasan:

Pusal 17 huruf ... UL Keterbukann Informasi Publik=*
Pagal ,..... Undang — undang coooooen™"

Bahwa berdassrkan pasal - pasal di atas, membuke Informasi tersebut dapat
menimbulkan konsekuensi schagai berikut

o T N T N B SE NN P U b b bS S S R RS B R e i By i Em e S T TR ] s It 1

Dengan demikian menyatakan bahws: S
PERMINTAAN INFORMAS] DITOLAK

Jika Permohonan Informasi keberatan atas penolakan ini maka Pemohon

Informasi dapal mengajukan keberatan kepada atasan PPID selambet -

lembainye 30 [tge puluh) har Kerja

sejak menerima Surat Kepuiusan .

Beleanl, oiiviiiininaiiar s 2085
PPID Utama Hota Belmsl,

SakEdERERTEEERERREES i maEm

Keterangan;

i Chiesd whets priugis berdusnkon fuaser regluni s permohionan infrrmnaed Bahlk
H Dhiiai riled PP pomann clrigiin pengeemlian gads Paa) 17 hunof 8 - 1 LUKIE
i

i
il dengnn pasad 17 Tusnal | UL KAP, i isi odeh PRI sesion dengus pasa] pomprouaan S uindong - undang n

Vg, ES T LAl infsrmaas g diinohii peesetut [srtufknn poan] din wnidang - anoangEyi|,

eser [l lrh pesugns dengen momperasios Laio (eniseg sngin waikiu poseitah o Yovins e urhipppuiiaana distir

dalani T K S prowrurem ine
WALl KOTA BEKAST,
Ted
TR1 ADHIANTO TJAHYONG

Diundangkan di Bekasi
pada tanggal 15 Juli 2925

SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI,

e N

JUNAEDI

HERITA DAERAH KOTA BEKAS! TAHUN 2025 NOMOR 10



LAMPIRAN XIV

PERATURAN WALl KOTA BEKASI
NOMOR 10 TAHUN 2025
TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN PELAYANAN INFORMASI DAN
DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BEKAS!

MEHANISME DAN TATA CARA MEMPEROLEH INFORMASI PUBLIK

|_ Pemnhom mizrmnsi

1

[

v il yo shali Haden
Frabda,

==

-—*_Fq]uhﬂt informant

Indaumssmian dan
Flangimai bt rmmd

Irhrmani pubdb oy
diumumien leials

Ai

1__-\_-_1 —_

Poerrermn ivla b bai (o

Ferdataen | Btpda Rl
infarmasl

a. Moy prechen iWforsn

B Alaresi

£ Hulbyel ieformen

& Foval Perigorman

B ONIARAE P i
inbomas

l—l

Pz b | b By Fimirdorrmasd
s 10 haiy

—

v—

Bl rt i il virg
Asimpnkan wris
eriln

|rkemial publl g
(HE P mERAT

Frrerime prrmimises ooy mi o sy b

i Mafer dormas yang aken diberbias

B Alal eFuy el dae, P | Ll

a. Blars dan rers permiayarin

A J lka bidan pubdds aisleh seed el inforsias
et % U e=lea L fiiee maks inkpemas

i} dingd! (v ini

R

Fervalabian disertai al

Pembersin mdniman §Eng
dimirria

FerpEriangen =pEiu
promimrakiang Hisinl
alapnp| maa. T har

Diundangkan di Bekasi
pada tanggal 15 Juli 2025

SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASL,

WzaN

JUNAED

WALI KOTA BEKASI,

Tt

THI ADHIANTO TJAHYONO

BERITA DAERAH KOTA BEKAS| TAHUN 2025 NOMOR 10




